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KEPUTUSAN 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

PROVINSI SUMATERA BARAT 
NOMOR: 02/ SB /2015 

TENTANG 

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
PROVINSI SUMATERA BARATTERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH 

TENTANG KEMANDIRIAN PANGAN 

. Menimbang 

Mengingat 

UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAE~AH 

DEI~GAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
PROVINSI SUMATERA BARAT 

a. bahwa dalam Rapat Paripurna DewJn Pcrwukilan Rakyat Daerah 

Provinsi Sumatera Barut tanggal 23 Febru<1ri 2015 Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barilt menyarnpaikan Usul Prakarsa 
Ranperda tentang Ket<1hanan Pongan; 

b. bahwa dalam Ranperda tentang Ketaharrarr Panearr sebagai dimaksud huruf 
a, telah dibahas sesuai dengan tahapiln pembilh,lsan rancangiln peraturan 
daerah yang diatur dJiarn perilturan TJta Tcrtrb; 

c. bahwa sesuai dengan masukan dan pcnycmpurnaan substansi yang 

dilakukan pada tahap pembahasan, judul rancangan peraturan 

daerah tentang l<etahanan Pangan dirubah judulnyil menjadi 
Kem2dirian Pangan. 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Lindang Dasar Nep,ara republik Indonesia 
Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nornor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang­

Undang Darurat Nornor 19 Tahun 1957 Tentang Pcmbentukan 

Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatcra BJrat, Jarnbi dan Riau 

Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 

112) jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun !.979, tentang 

Pemindahan lbukota Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat dari 

Bukittinggi ke Padang (Lembann Negara Tahun 1979 Nomor 44 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 314C); 

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nornor 5 Tahun 1960 tentang 
Peraturan _.Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Yahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia nomor 2043; 

4. Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244); 

5. Unda~g-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nom or 5068); 



,, 

Memperhatika 
n 

Menetapkan 

KESATU 

KEDUA 

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang 
Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227); 

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2002 tentang 
Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 142); 

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang 
Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 107); 

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan 
Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Taml:ahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4741); 

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang 
Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5184); 

13. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah · Provinsi Sumatera 

Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib; 

1. Hasil pembahasan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi 

Sumatera Barat yang disampaikan pada Rapat Paripurna tanggal 25 
Maret 2015. 

2. Pendapat akhir Fraksi-Fraksi yang disampaikan pada Rapat Paripurna 

tanggal 25 Maret 2015. 

MEMUTUSKAN 

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI 

SUMATERA BARAT TENTANG PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN 

RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TERHADAP RANCANGAN 

PERATURAN DAERAH TENTANG KEMANDIRIAN PANGAN MENJADI 

PERATURAN DAERAH 

IVtenyetujui rancangan peraturan daerah tentang Kemandirian Pangan 

menjadi Peraturan Daerah. 

Rancangan peraturan daerah sebagaimanil dimaksud dalam diktum 

Pertama sebelum ditetapkan menjadi menjadi Peraturan Daerah 

terlebih dahulu dilakukan persetujuan bersama antara DPRD dengan 

Permerintah Daerah yang dituangkan dalam Nota Persetujuan Bersama 
yang ditanda tangani oleh Gubernur dan Pimpinan DPRD. 



KETIGA 

KEEMPAT 

Nota Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua diatas, 
merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini. 

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di 
Pad a tanggal 

Padang 
25 Maret 2015 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

PROVINSI SUMATERA BARAT 

Ketua, 

DRA IRWAN RAHIM 


